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Kitab  Undang-undang - Hukum
Pidana pada dasarmnya melindungi
tiga  bagian  besar  kepentingan
hukum yaitu: Kepentingan hukum
negara, kepentingan hukum ma-
syarakat dan Kepentingan hukum
perorangan (individu). Ketiga ke-
pentingan hukum dimaksud diatur
secara tersebar dalam Buku Il dan
Buku Il KUHP.

Ruang lingkup berlakunya KUHP

diatur mulai - dari Pasal 1 sampai

dengan Pasal 9 KUHP, kalau di-

identifikasi asas-asas ‘tersebut

menjadi :

1. Asas Legalitas artinya Tiada
suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas - kekuatan = aturan
pidana dalam perundang-
undangan yang telah  ada,
sebelum perbuatan dilakukan.

2. Jika sesudah perbuatan di-
lakukan ada perubahan dalam
perundang-undangan, dipakai

aturan yang paling ringan bagi
terdakwa (Retroakiif).

3. Asas Tentoriz/ artinya = aturan
‘pidana dalam perundang-
undangan Indonesia berlaku bagi

setiap ‘orang yang melakukan
perbuatan  pidana di  dalam
Indonesia.

4. Pasal 3 KUHP. Jo. Undang-

Undang. No. 4. Tahun 1976
Perluasan - Asas Teritorial.

5. Azas Universal  sebagaimana
diatur . dalam Pasal 4 ke 4
(telah diubah dengan UU No. 4
Tahun 1976).
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6. Asas
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Nasionalitas Pasif
sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ke-1,ke-2, ke-3.

7. Azas Nationalitas Aktif atau asas
personalitas sebagaimana diatur
dalam Pasal & sampai dengan
Pasal 8.

Antara asas tersebut diatas
dihubungkan dengan ketiga bentuk
-kepentingan  hukum maka  akan
tergambar  tentang luas ruang

lingkup kepentingan yang dilindungi
KUHP yaitu :

1.

Kepentingan hukum negara: se-
perti diatur dalam Pasal 4 ke-1,
ke-2, ke-3 dan ke-4, tentang
keamanan negara, ketertiban,
keuangan negara, hukum Pidana
Nasional dapat diberlakukan ter-
hadap siapapun dan dimanapun.
Artinya KUHP dapat menjangkau.
pelaku baik warga negara
manapun di luar wilayah Negara
Indonesia.

Kepentingan . hukum masyarakat .
dan perorangan hanya dapat
dilindungi berdasarkan Asas
Teritorial, Asas Nasionalitas pasif
dan Nasionalitas aktif. Artinya
Hukum Pidana Nasional tidak
dapat diberlakukan terhadap
warga negara asing yang. me-
lakukan  suatu tindak pidana
terhadap warga negara Indonesia
di luar wilayah Negara In-
donesia. Asas personalitas hanya
mengatur tentang KUHP dapat
diberlakukan terhadap warga ne-
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Sering timbul pertanyaan tentang syarakat  adil " makmur yang
bagaimana hukum pidana sebaiknya merata  materiil dan  spirituil
atau seharusnya pada masa ini dan berdasarkan Pancasila dalam

masa yang akan datang. wadah Negara Kesatuan Republik
Pertanyaan tersebut sebenarnya Indonesia. Hukum pidana ber-
sudah merupakan bidang kebijakan tujuan untuk menanggulangi ke-
/politik hukum pidana (penal policy). jahatan dan  sekaligus peng-
Bagaimana sebaiknya hukum pidana ugeran terhadap tindakan
itu dibuat, disusun dan digunakan penanggulangan itu sendiri.
untuk mengatur atau mengendalikan b. Perbuatan yéng hendak  di-
tingkah laku manusia dalam kehendaki yaitu yang men-
masyarakat. khususnya guna me- datangkan kerugian baik bagi
nanggulangi  kejahatan yang di- masyarakat maupun bagi dir
lakukan baik oleh anggota sendiri pelakunya.
masyarakat maupun oleh penguasa. c. Usaha mencegah suatu
Sehingga tercermin adanya suatu perbuatan dengan memper-
gerakan untuk melindungi serta gunakan sarana hukum pidana,
mensejahterakan masyarakat. perlu disertai dengan perhitungan
Dalam menyusun rumusan hu- biaya yang harus dikeluarkan
kum pidana, masalah penting yang dan hasil yang diharapkan akan
harus diperhatikan adalah subjek dicapai (cost and benefit
dan objek hukumnya, disamping principle).
kriteria perbuatan yang dilakukan d. Pembuatan peraturan hukum
(peristiwa  pidana) sarta  sanksi pidana periu memperhatikan
pidana suatu permasalahan hukum kemampuan daya kerja dari
pidana, yang tidak dapat diabaikan badan-badan penegak  hukum
adalah masalah hukum pidana yang (over be Ilasting), yang justru
sudah ada dan yang akan datang. mengakibatkan efek dari suatu
Pertanggungjawaban pidana peraturan itu menjadi berkurang.47
serta sanksi .pidana itu sendin
merupakan suatu masalah pokok Romli Atmasasmita menyatakan
dalam hukum pidana. Sudarto me- bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa
ngatakan ada beberapa hal yang memberikan perhatian yang cukup
dapat digunakan sebagai kriteria besar pada bangsa-bangsa di dunia
apakah suatu perbuatan dapat dalam upaya penanggulangan ke-
diberi suatu ancaman pidana atau jahatan. Masalah sistem peradilan
tidak.Hal-hal tersebut adalah :
a. Penggunaan hukum pidana ha- .
Sudarto, Hukum dan  Hukum  Pidana,

rus berusaha mewujudkan ma-
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Indonesia yang melakukan tindakan

pidana terhadap:

1. Warga negara Indonesia atau

2. Kepentingan negara Indonesia
yang berhubungan dengan ;

a. Keamanan negara atau
proses kehidupan ketata-
negaraan

b. Martabat Presiden dan/ atau
Wakil Presiden dan pejabat
Indonesia di luar negeri;

c. Pemalsuan dan peniruan
segel, cap negara, meterai,
uang/mata uang, kartu kredit,
perekonomian,  perdagangan,
dan perbankan Indonesia;

d. Keselamatan, keamanan pe-
layaran dan penerbangan;

e. Keselamatan dan keamanan
bangunan, peralatan dan
asset nasional (Negara
Indonesia);

f. Keselamatan dan keamanan
peralatan komunikasi  elek-
tronik;

g. Tindak pidana jabatan/
korupsi, dan /atau

h. Tindak pidana  pencucian
uang

Dalam Pasal 5 (Asas Universal)
disebutkan bahwa ketentuan pidana
dalam peraturan perundang-undangan
Indonesia berlaku bagi setiap orang
yang diluar wilayah negara Republik
Indonesia melakukan tindak pidana
menurut  perjanjian  atau  hukum
Internasional yang telah dirumuskan
sebagai tindak pidana daiam
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peraturan
Indonesia.

perundang-undangan  di

F. KESIMPULAN

Dari pembahasan kedua pokok
permasalahan di atas, dapat ditarik
suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai formulasi ruang lingkup
berlakunya hukum pidana nasional
dalam melindungi kepentingan hukum
negara dan warga negara Indonesia
di luar wilayah negara Indonesia :
a. Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang berlaku sekarang
ini di Indonesia, masih KUHP
peninggalan Kolonial Belanda,
dalam asas nasional pasifnya
hanya melindungi kepentingan
negara/nasional dari gangguan
orang atau bangsa asing di
luar negeri. '
b. Kepentingan  hukum  warga
negara secara individual tidak
ditempatkan atau tidak dianggap

sebagai  kepentingan  nasional
yang harus  dilindungi  dari
gangguan orang asing di luar
negeri.

c. Apabiia terjadi suatu tindak
pidana yang menimpa warga
nagara Indonesia, \]ang

dilakukan oleh orang asing i
luar wilayah negara Indonesia,
maka proses hukumnya hahya
diserahkan sepenuhnya terhadap
hukum yang berlaku di négara
tindak pidana itu dilakukan.
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yang berada di luar negeri, dari
gangguan atau kejahatan orang
asing.

3. Pasail 4 RUU KUHP 2004
sudah dapat mencerminkan per-
lindungan terhadap warga
negara Indonesia di luar negeri
dari kejahatan aqrang asing, oleh
sebab itu merupakan suatu
langkah maju dibidang hukum
pidana apabila konsep KUHP
2004 tersebut secepatnya
ditetapkan menjadi suatu
Undang-Undang atau hukum
positif di Indonesia. Sesuai
dengan isi Pasal 4 konsep
KUHP 2004 tersebut maka se-
harusnya ruang berlakunya
KUHP dapat diperluas, sehingga
Undang-Undang Indonesia dapat
diterapkan terhadap orang asing
yang melakukan tindak pidana
yang korbannya warga negara
Indonesia.
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